
NOMOR: 19

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAll MAJALENGKA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2, Undang-Undang ..., 2

1



, f

2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang ...2
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Sea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
TahUii 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republil<
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang sea Perolehan Hak Ares
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang NomQr 1 Tahun 2004 tentcmg Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang ... 3
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
RepublkIndonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NOMoi"4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanganantara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan.... 4
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum (lembaran Negara Republik
Indonesia TahUn 2005 NOmOi' 48, Tambahan lembai'ai"J Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (leiTIbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan .... 5
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesaia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaandan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerinta.h NQmor 8 Tahun 2006 tenta.ng Pe!aPQran
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,dan
Informasi Laporan Peneyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 T'ahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750);

30. Keputusan ....• 6
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30 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan
ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi
Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentalig Perubahan AtaS peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
PedomanPenyusunanAPBDTahun Anggaran 2008;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2003 Nomor 1 Seri A);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004
tentang Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Kabupaten
Majalengka Tahun 2004-2008 (lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2004 Nomor 32, 5eri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2008
tentang Anggaran 'f'endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2007 (lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2008 Nomor 9);

37. Peraturan .... 7
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih penggunaan anggaran
tahun berkenaan

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Pasal2

39.580.147.580,00
5.248.630.024.00

34.331.517.556,00

27.685.213.599,00

8

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PasalS
lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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37. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 200 Nomor 13);

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 ).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPAll TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAVVABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasall

47.721.941.970,00
730.072.518.256,00

98.327.639.488.00
796.759.306.133,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Laporan realisasianggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. PendapatanAsli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatanyang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja

a. BelanjaTidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Subsidi Rp.
3) Belanja Hibah Rp.
4) Belanja Bantuan Sosia Rp.
5) Belanja Bagi hasil Rp.
6) Belanja bantuan Keuangan Rp.

Jumlah BelanjaTidak LangsungRp.
b. Belanja Langsung

1) Belanjapegawal Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja modal Rp.

Jumlah Belanja Langsung Rp.
JumlahBelanja Rp.

Surplusj(Defisit) Rp.

479.696.927.966,00
500.000.000,00

18.423.012.816,00
12.949.487.000,00

1.433.859.843,00
36.388.994.000.00

549.392.281.625,00

72.475.031.836,00
111.418.684.257,00
149.482.405.953.00
333.376.122.046,00
882.768,403,671,00
(6,646.303.957,00)

3. Pembiayaan.... 8
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Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 16 September 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 16 Septem.er 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUP~~NG~

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR
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